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oEs 'Hukum yang bemda dalam.kuascz negara: menjadz semakiﬁ Iak berdaya ketzka prakrzk

politisasi lebih a’omman fcenmbang praktik hukum.yang sebenarnya. -Law enforcement
-~ menjadi kehilangan ruang, sehmgga yang terjadi di Indonesia adalah law. wn‘hom law, ada
hukum tapi tidak berguna. The structure of the law-iya maszh dlhum oleh pqabat—pe;abat
S yang bermasalah dan berperan aknf dalam rangkaian keputusan atau prakiik hukum yang
menyimpang. Apalagi the culture of the law-nya, budaya sogok dan suap Jauh lebih menonjol
ketimbang profesionalisme sebagai aparatur penegak hukum. Kondisi hukum yang Iumpuh
ini semakin diperparah dengan ketiadaan keseriusan.pemerintah untuk mengedepankan
agenda law enforcement dan hambatan-hambatan politis lainnya. Hal ini menimbulkan
permasalahapn, Mengapa oknum para politisi yang duduk sebagai pejabat di badun eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif, melakukan kejahatan korupsi? Serta Bagaimanakal penegakan
hukum terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para politisi yang sedang menduduki
Jabatan penting? Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang melibatkan para politisi baik
di legislatif, eksekutif maupun yudikanif akhir-akhir ini, sangar berkaiian erat dengan efek
negatif pilihan bangsa Indonesia. dalam menentukan sistem pemilihan langsung, yang
menjadikan Biaya politik yang begitu sangat besar, ‘Modus korupsi politik ini, wnmumnya
terencana, bahkan terasa ada unsur koordinasi dalam sebueh lkasus korupsi politik.
Koordinasi inu melibatkan politisi mereka berkedudukan baik itu di eksekutif, legislarif
maupun yudikatif. Eksistensi suatu badan hukum ataw badan usaha yang menyandang istilah
korporasi diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidéna,
dan juga dapat dipertanggungiawabkan sebagai subjek hukum  pidana. Makhamah
Konstitusi, memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran. partai politik; danimemutus
perselisihan  tentang hasilwpemilu. Dengan menggunakan metode pendekatan vuridis
sosiologis; dan tipe penelitian iniadalah deskripuif; serta Alat Penelitian yang dipergunakan
adalah Studi kepustakaan/Normatif (Library Studies), dan Studi Dokumen (Documentary
Studies) dari bahan primer dan sekunder, “dan—metode=analisis data kualitatif. dapat
dikemukakan bahwa: Organisasi Partai Politik, semestinya harus mementingkan kepentingan
partai dibanding kepentingan orang-perorang. Dengan tersangkutnya sejumlah petinggi
partai terkait dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), organisasi partai
Politik harus dapat segera mengambil sikap. Mereka mau menyelamatkan partainya atau
orang perorangnya. Kalau masih mempertahankannya, bisa jadi malah masuk ke dalam
korupsi korporasi dan terancam bisa dibubarkan. Kejahatan korporatif yang dilakukan oleh
berbagai organisasi Partai politik, sangat berbahaya karena kejahatan terorganisasi, white
collar crime, maka apabila kejahatan korporasi atau Tindak Pidana Korporasi ini tidak
cepat ditangani serius, akan menimbulkan dampak besar di dalam penegakan hulaum.
Kata Kunci: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi Partai Politik.
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i -Power law in the country lhat are becommg inct easmgly helpless when pohncz@anon practice

: ":3:11019 dommant than . the actual: practice. of law.- Law-enforcement became lost space, so it ..
- happens in Indonesiq is a law without law, there are legal but useless. The structure of the

o daw s still mhabzred by the oﬁictal s of the problem and actively participate in a series of legal
' "._:_'deczszom or: pracrzces ﬂmt deviate. Moreover, the culture of the law of his, kickbacks and
- Ubribery culture is much more prominent than the professionalism of the law enforcement

: ;_;oﬁ“ icials. This. lame legal conditions are compozmded by the lack of seriousness of the =
oovemmenr 1o brmg forward agenda erforcement law and other political obstacles. This

. 'poses a pmblem -Why sinscrupulous politicians who sits as an officer in the agency,exekutif,

legislative, and Judiciary, corruption crimes? How law enforcement as well as the crimes of =

- corvuption committed by politicians who are occupying important positions? The increasing
crime of corruption invelving politicians in the-legislative, executive and judicial branches
lately, are intimately gssociated with negative effects in determining the choice of Indonesia
direct election system, which makes the political cost 1s so very large, this mode of political
‘corruption,” generally planned, there was even an element of coordination in a political
corruption case. This coordination invelves politicians that they are well situated in the
executive, legislative and judicial. The existence of a legal entity or business entity that bears
“the.term corporation accepted and recognized as a legal entity that can be a criminal offense,
and can alse be accounted for as the subject of criminal law. Makhamah Constitution, has the
authority to decide the dissolution of political parties, and decide disputes concerning the
election results. By using a socio-juridical approach, and this type of research is descriptive,
as ‘well as ‘research tools used- are literature studies/Normative (Eibrary Studies), and
Document Studies (Documentary Studies) of primary and secondary marerials, and methods
of qualitative data analysis, it can be argued that the Organization of Political Parties, should
have ‘fo prioritizge the interest of the party rather than the interests of individuals. With a
number of party officials lodged allegations of corruption at the Corruption Eradication
Commission (KPK) Pelitical party organizations must be able to immediately take a stand.
They want to save the party or person perorangnya. If they defend it, may actually fit into
corporate corruption and threatened to be dissolved. Corporative crime comniitted by a
political party organizationsy is very dangerous because organized crime, white collar crime,
it is an evil corporation or Corperate Crime is not quickly treated seriously, will have a big
impact on the rule of law.
Keywords: Law Enforcement Against Corporate"CrimePolitical Party.

I. PENDAHULUAN demikian idealnya hukum dibuat
A. Latar Belakang dengan mempertimbangkan adanya
Pengertian relasi antara hukum kepentingan untuk mewujudkan

dan politik adalah bagaimana nilai keadilan. Hukum yang berada

hukum bekerja dalam sebuah situasi dalam kuasa negara menjadi

politik tertentu. Dalam hal ini yang semakin tak berdaya ketika praktik-
dimaksud adalah hukum sebagai praktik politisasi lebih dominan
perwujudan dari nilai-nilai yang ketimbang praktik hukum yang
berkembang (keadilan). Dengan sebenarnya.  Law  enforcement
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© . menjadi kehilangan ruang, sehingga =~
- yang terjadi di Indonesia adalah law .- -
- without: law ‘ada hukum tapl tldak_ BRI

_ .--3-'.ber0una ‘Proses pemuhhan hukum o

wo dard kelumpuh’m -tengah . ber-
1&ngsung, upaya- upaya untok mem--
_;-'pertahankan kelumpuhannya JOZA. i

“ - gencar ‘dilakukan berbagai_pihak.
“- Dalam konteks transisional, semua

. '.upaya tezsebut dﬁakukan tidak lain

: “untuk - mempertahankan ketidak-
~..pastian hukum demi _membebaskan

- . pihak-pihak -~ yang .+ bermasalah
. sekaligus/* tetap ~mempertahankan
previledge yang hanya dapat dipetik

- dalam situasi ketidakpastian. Sistem
peradilan  kolonial .yang kita
gunakan secara tambal sulam tidak
direvisi total pada tataran prinsipil
. untuk = -memenuhi. . kebutuhan

- masyarakat akan peradilan yang
- ‘berkeadilan namun lebih merupakan
--alat kontrol yang represif. Sehingga

~barang siapa yang ingin selamat
dari © jerat hukum, dia  akan
melakukan  upaya-upaya — kolusi
yang mendorong - suburnya
demoralisasi. Dasar dari seluruh
permasalahan ini adalah tidak
adanya visi,) konsep dan strategi
dalam masalah, penegakan hukum
dan keadilan. Tidak ada pendekatan
baru dalam membangun image
hukum  kita  kecuali “wsekadar
meneruskan apa yang ditinggalkan
rezim masa lalu. Masalah-masalah
hukum hanya menjadi isu politik

diluar  jangkauan kekuasaan
hukum.*
Semakin meningkatnya

kejahatan korupsi yang melibatkan
para politisi baik di legislatif,
eksekutif maupun yudikatif akhir-
akhir ini, sangat berkaitan erat
dengan efek negatif pilihan bangsa
Indonesia dalam menentukan sistem
pemilihan langsung, sebagaimana
diatur dalam pasal 2 Undang-

. --:'--:-Undang Nomor 10 Tahun 2008 s
: .__._--'_;'-tentang Pemiluy, yano men;adlkan L
oo kepala ‘daerah. membutuhkan biaya -

yang. sanoat besal sehmgga begitu

o terpilih ‘dan berkuasa,_ terjebak
. melakukan tindakan- . yang

_ .beftentangan dengan - hukum,
:komps:t 111an1pu1331 KKN dan bex—
- vbagal -perbuatan “tercela ldmnya
- Biaya pohﬂk ‘yang ‘begitu . sangat
~besar, ~ membuat me_re_ka hanya

- memikirkan bagaimana secepatnya

- »+ menghasilkan . “uang. . umtuk
- mengembalikan modal, membayar

utang  kepada . para  sponsor

. .menyetor . ke - -partal  politik
pengusungnya. '

- Undang-Undang Dasar 1945

dan = Perubshannya menetapkan
. bahwa Negara Kesatuan Republik
 Indonesia adalah Negara Hukum

- (State’s . Law) - bukan Negara
- Kekuasaan (State’s Power). Salah

- satu.cirl negara berdaulat adalah ia

memiliki  kekuasaan  (yurisdiksi)
untuk  menegakan hukum dalam
batas wilayah kekuasaannya (hak
ekslusif - negara). Hak ekslusif
Negara dilandaskan pada prinsip
State souvereignty, yang meliputi:
Equality - of states; Territorial
intergriry; No#-intervention.” Me-
nurt  Mochtar I<Iusumaatmadja,6
pencetus ide_hukum pembangunan,
telahoomengingatkan  sejak  awal
bahwa, terdapat perbedaan yang
signifikan antara kedua pengertian
istilah tersebut. Kekeliruan sebagai-
mana dikhawatirkan di atas telah
terjadi ketika Negara memaksakan
kehendaknya melalui perundang-
undangan kepada rakyatnya tanpa
sistem  “check and balances”
sehingga  menimbulkan efek
negatif baik secara sosial, ekonomi,
budaya dan politik. Setiap produk
peraturan perundang-undangan
harus menampakkan filosofi dan
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:3'--_m151 yang bertu_]uan mencxptakan"fi_
._;'-_'_:".ketemban “kepastian “hukum - dan
- keadilan “+serta - kemanfaatannya :

'_termasuk “akibat-akibat = sosial,
- ekonomi cl&n ‘politik . pembentukan

“peraturan: - perundang-undangan

" tersebut. __Sebacai,___cqntqh ~untuk
S0 mewujukan 'pemberantasan tindak
. “pidana;; korupsi telah” dilakukan

empat kali perubahan udang-undang
- yang -mengandung misi peng-
: '-.huku_man':.'(ﬁl_saf_at - retributif) dan
menyelamatkan . kenangan negara

_'_f(ﬂls_afat < utilitarianisme) - secara

bersamaan. Misi yang diemban
undang-undang tersebut adalah agar
pelakn  jera dan -negara tidak
~dirugikan. ‘Namun dalam praktik,
- filosofi dan misi tersebut sering di-
“abaikan antara lain hanya ditujukan
pada = penghukuman seberat-
- beratnya tanpa mempertimbangkan
peningkatan pemasukan keuangan
negara atau bahkan efek jera tidak
lebih  ‘meningkat - dari  sebelum
berlakunya empat kali perubahan
undang-undang tersebut.’

Perlu ditegaskan di sini, bahwa
yang kita maksudkan dengan politik
adalah segalasesuatu yang bertalian
dengan kekuasaan ryesmi suatu
pemerintahan  negara. Mungkin
seluruh negara yang ‘ada di dunia
kini, apapun wujudnya (kerajaan
atau republik; berfaham liberal atau
sosialis;  menggunakan  sistem
demokrasi ataupun otoriter/diktator)
menyatakan negara mereka sebagai
“negara  hukum”. Olehnya itu
senantiasa timbul pertanyaan, yang
mana  yang lebith  dominan,
kekuasaan hukum atau kekuasaan
negara? Bahwa  tidak  dapat
disangkal terdapat hubungan yang
sangat erat antara hukum dan
politik, antara asas-asas hukum dan
pranata-pranata hukum, serta antara
ideologi-ideologi politik  dan

:"lemb'agéi-}embaca = pemermtah
i Sangat sering’ mendengzn pernyata-
“.an para yuris dengan slogan mereka .
- ‘bahwa: Hukum terdiri ‘di atas dan

- “melewati = politik. . Yang mereka .
. maksudkan " adalah " keinginan "
“mereka untuk mewunjudkan suatu
. masyarakal ‘di. mana para hakim =
* tidak - “dikekang “eleh . pengaruh 1
. dogma  politik. - Hukum  juga
. seyogianya memiliki kemampuan
- untuk menjadi pencerminan pe-
rubahan ‘moralitas-sosial. Dengan
.demikian, pengadilan di sini dapat

mewujudkan ketiga tujuan hukum
secara seimbang yaitu: Keadilan,
Kemanfaatan dan Kepastian
Hukum. Di mana fungsi-fungsi
hukum hanya mungkin dilaksana-
Kan secara optimal, jika hukum
memiliki kekuasaan dan ditunjang
oleh kekuasaan politik. Meskipun

kekuasaan politik memiliki
karakteristik tidak ingin dibatasi,
sebaliknya hukum memiliki

karakteristikk  untuk  membatasi
segala  sesuatu melalui = aturan-
aturannya.”

Dalam hubungan antara hukum
dan kekuasaan politik, hukum harus
membatasi kekuasaan polifik, agar
tidak timbul penyalahgunaan ke-
kuasaan dan kesewenang-
wenangan, sebaliknya kekuasaan
politik™ menunjang  terwujudnya
fungsi hukum dengan
“menyuntikan”  kekuasaan pada
hukum, yaitu dalam wujud sanksi
hukum. Legitimasi hukum melalui
kekuasaan politik, salah satunya
terwujud dalam pemberian sanksi
bagi pelanggar hukum. Hukum
ditegakkan oleh kekuasaan politik
melalui alat-alat politik lain seperti
polisi, penuntut umum  dan
pengadilan. Dalam hal ini, harus
berani mengakui bahwa pengadilan
bukan sekedar alat hukum, tetapi
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. juga, a}at pohuk Tentu sa}a smkm [t
" hukum tadi dapat pula mengganjar, -
~ ‘aparat. kekuasaan - politik yang
ey melanggar hukum.’ Harus di ingat, - o

' “bahwa setelah ‘hukum memperoleh B e
- kekuasaan ‘dari ‘kekuasaan politik =

S tadiy hukum juga menyahukan_ oA
S ."_-;'.kekuasaan ity pada masyarakatiya.
‘Tidak - dapat - kita 'sangkal bahwa

g5 terdapat hubunvan yang sanﬁat erat

- antara hukum dan - ‘politik, antara
©:.asas-asas -hukum . dan  pranata-

. pranata . -hakum, - serta  anfara
- ~ideologi-ideologi ++ politik  dan
- lembagadembaga pemerintah. Kita
sangat sering mendengar pernyataan
para yuris dengan slogan mereka
- bahwa: Hukum terdiri di atas dan
melewatt politik. Yang - mereka
~maksudkan  adalah _ keinginan
mereka untuk mewujudkan suatu
masyarakat di mana para hakim
tidak.  dikekang oleh pengaruh
dogma politik. Kekuasaan politik
berdasarkan UUD 1945, kekuasaan
Presiden tidak hanya berada 'di
bidang eksekutif semata, tetapi juga
~ada yang, berada dalam bidang
legislatif dan yudikatif. Sebagai
contoh besarnya peran Piesiden
dalam meproduksi undang-undang;
adanya kekuasaan“presiden untuk
memberi grasi, amnestipabolisi dan
rehabilitasi. Dan kekuasaan tersebut
jelas konstitusional sifatnya karena
berdasarkan konstitusi UUD 1945.°
Penahanan tersangka kasus
korupsi mantan Menteri Pemuda
dan  Olahraga, Andi Alfian
Malarangeng, dalam  kaitannya
dengan kasus korupsi Pembangunan
fasilitas Olah raga, Hambalang,
beberapa waktu lalu, semakin
menambah daftar hitam para pejabat
negara Republik Indonesia yang
melakukan kejahatan korupsi.'®
Pelaku kejahatan korupsi pada
awal mulanya adalah merupakan

- kejahatan ‘yang dilakukan oleh elit -
- pemegang kekuasaan, yang dalam
. kescharian penampal{annya terkenal -

. -;_-'_'sangat santun’ perilaku . dan . tutur -
© katanya, namun kenyataan berikut- .
nya berkata sebahknya Kelakuan SEEHS

- dari pulai ‘menilap " anggaran
:'-Belanja Negara mark-up, perizinan, . o

:f-.-"_.'pengadaan bzuanﬂ «dan jasa, per-

-7 tanggungjawaban fiktifsmanipulasi

* ‘uang pajak, bahkan sampai, proyek
- pengadaan AL-QURAN pun, tidak
- Toput dari santapan mereka. Selain

kalangan swasta, birokrasi, Pegawai

- Negeri Sipil, para politisi - adalah
- pihak - ‘yang - ‘paling-  sering

menyandang status tersangka kasus
korupsi, khususnya ‘yang :ditangani
KPK.  Data ' menunjukkan hal
tersebut. - Semua - kasus -itu  me-
libatkan para politisi. Sejauh ini,
politisi berstatus tersangka korupsi

~memang selalu diganjar hukuman
- oleh pengadilan. Lalu, bagaimana

dengan organisasi partai politik
dimana politisi korup itu bermaung?
Apakah partai-partai politik itw akan
bebas dari jerat hukuman? Negeri
ini tinggal menunggu waktu saja
akan kehancurannya, karena
kejahatan korupsi di negerLini, telah
merajalela  merasuki, <merambah
seluruh dimensi kKehidupan bangsa
dan Negara, «dari Sabang sampai
Merauke, hampir semua pejabat di
Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
terindikasi korupsi. Yang paling
mengkhawatirkan, korupsi itu tidak
berasal dari bawah di mana orang
barangkali memerlukannya untuk
menambah nafkah hidup yang tidak
mencukupi, melainkan dari pucuk
pimpinan, elit, penguasa.

Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di
atas, maka permasalahan yang diteliti
dalam pelaksanaan penelitian ini,
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P :'dapat dlkemukakan sebacraa benkut
. 1 ;Menoapa oknum para pohtm
Lo yang duduk sebagzu pejabat . di

- badan " eksekutif, - - legislatif,

S 11]at}pup yudxkj_tzf melakukan
-+ kejahatan korupsi? o
2. Bagaimanakah penegakan-hukum
- terhadap kejahatan-Korpsi yang
- dilakukan oleh para politisi yang

sedang . - menduduki = jabatan
- p_Bi_’lﬁI’lg? i

. Metode Penelitian -

Adapun  mengenai | metode
penelitian yang dipergunakan dalam
pelaksanaan penelitian i,
dikemukakan  sebagar  berikut:
‘Metode  Pendekatan, Spesifikasi
- Penelitian, Metode Pengumpulan
‘Data dan Metode Analisis Data.

- 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diper-

gunakan  dalam  pelaksanaan

penelitian  ini  adalah  bersifat
yuridis sosiologis. Pendekatan
yuridis dilakukan untuk meng-
analisis peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan
masalah “penelitian. Sedangkan
pendekatan sosiologis dimaksud-
kan untuk menganalisis
pelaksanaan penegakan hukum
terhadap politisi yang melakukan
kejahatan korupsi sebagaimana
terjadi dalam praktik.

2. Spesifikasi Penelitian

Sejalan dengan maksud dan

tujuan penelitian yang ingin

dicapai, maka tipe penelitian ini
adalah deskriptif, yaitu mem-
berikan gambaran (deskripsi)
secermat  mungkin  mengenai
objek penelitian dengan pemilih-
an bahan yang representatif. Tipe
perencanaan penelitian adalah
penelitian  hukum  normatif,
dalam pengertian sebagaimana

: 'dimal.{éudkén oleh ‘Soerjono - -
+ . Soekanto dan Sri Mamudji, yaita

penelitian - yang meliputi  asas-

~asas hukum, sinkronisasi hukum

-dan perbandingan hukum. !

. Bahan Penelitian S
Adapun bahan-bahan penelitian -
yang  dipergunakan dalam

“penelitian ini adalah:

a. Bahan Primer, yang mencakup

peraturan perundang-undangan
yang berlaku, = yunsprudensi
yang berkaitan dengan pekok
permasalahan penelitian.

b. Bahan Sekunder, terdiri dari:
Hasil-hasil penelitian  yang
telah ada sebelumnya yang
terkait dengan permasalahan
penelitian; Kepustakaan, ter-
masuk bahan dan hasil seminar
dan konferensi-konferensi serta
ulasan mass-media, termasuk
ulasan dalam majalah hukum,
majalah  populer dan surat
kabar) vang berkaitan dengan

objek penelitian;

¢. Bahan Tersier, yang terdin
dari: Kamus Hukuom,
Ensiklopedi:. dan = Kamus
Pendukung lainnya.

. Alat Penelitian yang diperguna-

kan dalam penelitian‘ini adalah:

a. Studi  kepustakaan/Normatif
(Libraxy” Studies), yaito mem-
pelajari berbagai literatur yang
berhubungan dengan objek
penelitian, termasuk penelitian
normatif mengenai peraturan
perundang-undangan yang ber-
hubungan dengan penelitian.

b. Studi Dokumen (Documentary
Studies) dari bahan primer dan
sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diper-
gunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Data yang berupa angka
sedapat mungkin disajikan dalam

"Majalah Hukum Nasional, Tahun 2014




bentuk angka Slfat dan Bentuk."':'

Desknpnf analms

H TINJA{}’AN KE?USTAKAAN. B

. TENTANG HUBUNGAN HUKUM
o DAN POLITIK o

S '(hukum adalah perintah’dari penguasa),
. dalam -arti ‘perintah<dari -mereka yang
“memiliki kekuasaan teranggl atau: yang
G fmemegano .. kedaulatan.. Perdebatan
- mengenai hubungan hukum.‘daﬁ politik
- memihki ‘akar - sejarah panjang -dalam
ilmu hukum. Bagi kalangan penganut
~: - aliran positivisme hukum seperti  John
- Austin, hukum  adalah tidak lain dari
- produk politik atau kekuasaan. Pada sist
.lain, pandangan berbeda datang dari
~ kalangan -aliran - sejarah dalam ilmu
- hukum, yang melihat hukum tidak dari

- dogmatika hukum dan undang-undang
semata, akan ftetapi dari -kenyataan-
kenyataan . sosial yang ada dalam
masyarakat , dan berpandangan bahwa
hukum itu tergantung pada penerimaan
umum dalam masyarakat dan setiap
kelompok meneiptakan hukum vang
hidup. Memperhatikan perkembangan
sistem  hukum Indonesia, kita akan
melihat adanya ciri-ciriy yang spesifik
dan menartk untuk dikajiy, Sebelum
pengaruh  hukum  dari  penjajahan
Belanda di Indonesia berlaku hukum
adat dan hukum Islam yang berbeda-
beda dari berbagai masyarakat adat di
Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik
yang berbeda. Setelah masuk penjajah
Belanda membawa hukumnya sendiri
yang sebagian besarnya merupakan
konkordansi dengan hukum yang
berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis
dan perundang-undangan yang bercorak
positivis. Walaupun demikian Belanda
menganut  politk  hukum  adat
{adatrechtpolitiek), yaitu membiarkan
hukum adat itu berlaku bagi golongan
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= an hukum=di. Indonesia ~menunjukkan .
- '.-.kuatnya pengaruli hukum kolomal dan
:}._-menmggalkan hokumadat'> ]

~Karena i, dalam mehhdt pérsoalan

._-._-_-:hukum ‘di : ITndonesia -harus - “dipandang
'-dal_l_ kenyataan - sejarah - dan « per-
. kembangan hukum Indonesia itu. Pada
_:saat.sekarang ini -terdapat perbedaan
~cara pandang terhadap hukum diantara
‘kelompok - masyarakat  Indonesia.

Berbagai ‘ketidakpuasan atas pencgak-
kan hukum dan penanganan berbagai
persoalan hukum bersumber dart cara

- pandang yang tidak sama tentang apa

yang dimaksud hukum dan apa yang
menjadi “sumber hukum. Tulisan ini
akan mengkaji permasalahan ini dari
sudut pandang teori positivis yang
berkembang dalam ilmu hukum dengan
harapan akan mendapatkan gambaran
tentang akar persoalan pembangunan
sistem —hukum  Indonesia pada masa
mendatang.

Menurut Prof. HL.A. Ha.rt,13 cir-
ciri positivisme pada ilmu’ hukum
dewasa 1ini adalah: Negara adalah
ekspresi  atau  memspakan  forum
kekuatan-kekuatan“politik yang ada di
dalam=-masyarakat, maka hukum adalah
hasil sebagian pembentukan keputusan
yang diambil dengan cara yang tidak
langsung oleh pengunasa. Penguasa
mempunyai tugas untuk mengatur
dengan  cara-cara  umum  untuk
mengatasi problema-problema kemasya-
rakatan yang serba luas dan rumit,
pengaturan ini merupakan objek proses
pengambilan keputusan politik, yang
dituangkan ke dalam aturan-aturan, yang
secara formal diundangkan. Jadi dengan
demikian hukum adalah hasil resmi
pembentukan keputusan politik.
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Mennrut Damel S Lev yanc .
' ""f 'f'-pdhng menentukan dalam proses hukum -
g " adalah konseps1 dan. struktur Lekuasaan '
o+ politik. Yaitu - bahwa hukurn sedikit
banyak - seialu merupakan “alat. pohnk
~odan b'\hwa tempat hukum dalam negara,
L -teicantung pada keselmbangan politik,
- defenisi - kekuasaan, . evolusisidiologi

politik, “ekonomi, - sosial,sdan seterus-

-."_'--nya Walaupun Lemudzam p1oses hukum

'-'='-.ﬁyan<r -dimaksud - tersebut . di atas tidak

. - diidentikan dengan maksud pembentuk-
- -an ~hukum,  namun dalam = pratiknya
- seringkali - #proses ~ dan  dinamika

~pembentukan hukum mengalami hal
-vang sama, yakni konsepsi dan struktur
kekuasaan politiklah yang berlaku di
-tengah - masyarakat yang = sangat
- menentakan terbentuknya suatu produk
- hukum. - Maka ~untuk - memahami
- hubungan antara politik dan hukum di
negara mana pun, perlu dipelajan latar
belakang kebudayaan, ekonomi,
kekuatan politik di dalam masyarakat,
keadaan lembaga negara, dan struktur
sosialnya,  selain institusi hukumnya
sendiri.  Pengertian ~ hukum' yang
memadai  seharusnya tidak  hanya
memandang hukum itu sebagai suatu
perangkat kaidah dan asas-asas vang
mengatur kehidupan  manusia dalam
masyarakat, tetapi harus, pula mencakup
lembaga  (institutions) dan  proses
{process) yang  diperlukan “wauntuk
mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik
dalam membentuk hukum dibatasi ruang
geraknya dengan berlakunya sistem
konstitusional berdasarkan checks and
balances, seperti yang dianut Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah
perubahan. Jika diteliti lebih dalam
materl perubahan UUD 1945 mengenai
penyelenggaraan  kekuasaan negara
adalah mempertegas kekuasaan dan
wewenang masing-masing lembaga-
lembaga negara, mempertegas batas-
batas kekuasaan setiap lembaga negara

©'dan . menempatkannya - berdasarkan
fungsi-fungsi ‘penyelenggaraan negara .
. bagi seliap lembaga negara. Sistem yang
' dém__ik_ian_ disebut sistem “checks and - 3
- balances”, yaitu pembatasan kekuasaan "
~Lsetiap. lembaga negara oleh undang- .
““undang“dasar, tidak ada yang tertinggi
. .dan tidak ada yang rendah, semuanya -
sama di atur berdasarkan fungsi masing- - = -
' masing. : Dalam kaitan ‘ini, - Walter = -
~ Lippmann,'® mengatakan: bahwa opini
~ massa telah memperlihatkan dirt sebagai

seorang master pembuat keputusan yang
berbabaya = ketika apa yang
dipertaruhkan adalah soal hidup mati.
Satu  catatan  penting vang - perlu
dikemukakan - disini untuk menjadi
perhatian para lawmaker adalah: Kalau
opini  umum . sampai mendominasi
pemerintah, maka disanalah terdapat
suatu penyelewengan yang mematikan,
penyelewengan ni menimbulkan
kelemahan, yang hampir meayerupai
kelumpuhan, dan bukan kemampuan
untuk memerintah.

Kriilk umum yang terlontar atas
praktik hukum di Indonesia. terutama
oleh kaum -deterministik, meletakkan
hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini
tentunya bisa dipahami, jikalau kita
mengungkapkan sejumlah pelanggaraan
dalam penyelenggaraan tata pemerintah-
an dan aktivitas sosial dengan meng-
atasnamakan huktm. Perangkat hukum
kitag==sepanjang orde baru, memang
tercabik-cabik oleh kepentingan politik,
yang pada akhirnya melahirkan ketidak-
percayaan atas hukum. Inilah tragedi
panjang, yang hingga hari ini masih
melanda kehidupan hukum di Indonesia.
Asumsi dasar dari pemikiran di atas
adalah bahwa hukum merupakan produk
politik sehingga karakter setiap produk
hukum akan sangat ditentukan atau
diwarnai oleh imbangan kekuatan atau
konfigurasi politik yang melahirkannya.
Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa
setiap  produk  hukum  merupakan
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o pemikiran pohtik lyang sahng_ i
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* Meskipun dari sudut “das sollen” ada

5"-3”'p'a'naangan‘bahwa politik harus tunduk -

U pada . ketentuan hukum ‘namun dan

: -;..sudut “das sein” bahwa hukumlah ‘yang o .;
:__-_..j.dalam kenyataannya d}tentukan oleh
.. konfigurasi politik yang‘melahirkannya, .- =

Dzkalanoran “ahli hukum, Immmal ada
S -.dua . pendapat. - me_nven_al ~hubungan
- ’kausalitas - -antafa “politik “dan = hukum.
- Pertama kaum idealis yang lebih berdiri
. pada - sudut “das “sollen” vyang

‘mengatakan  bahwa

“hukum  harus

- mampu mengendalikan dan merekayasa

perkembangan = masyarakat, termasuk

- kehidupan politiknya. Tokohnya antara
“:lain Roscoe Pound dengan “law as ¢
- tool of social engineering”. Dari kaum

FELD

‘realis seperti Von Savigny dengan

“hukum ' selaluy  berkembang  sesuai

dengan perkembangan masyarakatnya®.
Ini berarti bahwa hukum, mau tidak

mau, menjadi independent variable atas
keadaan dilvarnya, terutama keadaan
politiknya."”

ANALISIS PERMASAT AHAN
/PEMBAHASAN
A. Efek Negatif Sistem Pemilu
Berdasarkan evaluasi Kemen-
terian Dalam Negeri sejaks, 2005
hingga akhir Mei 2013, sebanyak
294 Kepala daerah tersandung
tindak  pidana  korupsi, dan
diperkirakan akhir tahun 2013 ini
akan melewati 300 orang. Mereka
vang terlibat adalah, 21 orang
Gubernur, 7 wakil gubemur, 156
Bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota
dan 20 wakil walikota. Sekedar
menyebut contoh yang aktual
terkini, diantaranya:  Gubernur
Sumatera Utara, Sjamsul Arifin;
Gubernur Riau, Rusli Zainal;
Gubernur  Bengkulu,  Agusrin

L :Naj amudm

knstahsa51 dari

Gubemuz

wHidayat

Kesemuanya ‘nama-nama fter-

sebut pada. awal pemilihannya
- diajukan - oleh organisasi partai
- politik “sesuai “dengan Pasal 12
‘Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai politik."
Keadaan ini sangat berkaitan erat
-dengan efek negatif pilihan bangsa

Indonesia dalam menentukan sistem
pemilihan langsung, sebagaimana
diatur dalam ‘Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemuiu, yang menjadikan
kepala daerah membutuhkan biaya
yang sangat besar, sehingga begitu

terpilih dan  berkuasa, terjebak
melalukan tindakan yang
bertentangan  dengan  hukum,

korupsi,  manipulasi, KKN, dan
berbagai perbuatan tercela lainnya.

Biaya politike yang begitu
sangat  besary™ membuat kepala
daeraly”kehilangan logika berfikir
yang sehat. Tidak bisa lagi
memikirkan  pembangunan  dan
pertumbuhan ekonomi, kesejahtera-
an rakyat banyak, yang ada di
otaknya hanya memikirkan
bagaimana secepatnya menghasil-
kan wvang untuk mengembalikan
modal, membayar utang kepada
para sponsor, menyetor ke partai
politik pengusungnya.

Majalah Hukum Nasional, Tahun 2014

= Maluku o
Lo Utara, Thalb Armaiyn; - Gubernur_f.’_ R
“KalTim, - “‘Awang ‘Faoek Ishak; -
. “Walikota - Salatiga, John Manuei
“‘Manoppo;- Wahkota Palopo Andi
: ;---'i"_-."'_-'-'Tendnajlen ““Bupati - Kepulauan
s Theddy Tengko "Bupati
. Subang, Fep.. _Didayat, - Bupati .
"'.'.:'Lampuncr Timur, “Satono; - Bupati
Buol, . Amran - B.ataiipu;f;:Bupati R,
" Mandailing . Natal;"
B _'.-_-Batubala dan sederet nama lainnya.




B Modus Operandl Terencana o

S Belaneka ragam . modus mau- -
L pun ‘bentuk - praktlk “pelaksanaan
= korupsi ‘melalui - ‘organisasi - partai

-politik ini. Dxmulzu dari menvutak—

Coiutik APBN/D mempermamkan
= Tharga : proyek/keglatan
o dioeiembungkan o (mark-up),
- memainkan sekt_or 1 pengadaan

. barang dan .jasa, memainkan proses
- pemberian  perizinan ‘usaha dan
' tambang pengelolaan sumber daya,

- pertanggungjawaban keuangan

.. fikeif,  pelaksanaan tender, dan

‘berbagai  kegiatan - manipulatif

- lainnya. Modus korupsi politik ini,

umumnya terencana, bahkan terasa
ada unsur koordinasi dalam sebuzh
kasus korupsi politik. Koordinasi itu
melibatkan politisi mereka  ber-
kedudukan baik itu di eksekutif,
legislatif maupun yudikatif, “Kasus-
kasus korupsi ini terlihat terencana,
terkoordinasi, telah  dirancang
dengan baik, terlihat dar mulai
perencanaan vang dilakukan sejak
awal, ada komunikasi antara politisi
legislatif,, birokrasi eksekutif serta
juga ada, pembicaraan dengan
pelaksana tender.

Trend kejahatan Korupsi politik
ini, akan semakin menggurita,
mengingat pada tahum2014 adalah
pementasan  pesta  demokrasi
250juta rakyat Indonesia, tinggal
satu tahun lagi. Sehingga praktis,
Tahun 2013 ini, partai-partai politik
akan mengoptimalkan mesin
pengumpul uvang dengan cara
melegalkan  cara-cara  korupsi.
Melakukan [llegal intervention in
the public process, yaitu melalukan
intervensi yang melanggar hukum
terhadap proses politik, terutama
dalam konteks pengambilan
kebijakan publik oleh pemerintah.
Praktiknya sering berupa
sumbangan dana politik kampanye

; partai - pO.]..itik.'- _-dalam : proses
- pemilihan ‘umum yang tujuannya - -

paling tidak keinginan atau tendensi

.- tertentu dari korporasi bersangkutan
* - bisa -tercapai - melalui -munculnya

sebuah kebijakan pemerintah hasil

opemila..

. Organisasi_ Pariai  Politik,

semestinya barus:. mementingkan

kepentingan  partai . dibanding

kepentingan orang perorang.

Dengan tersangkutnya sejumlah
petinggi partai  terkait dugaan
korupsi di Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), akhir-akhir imi,
organisasi partai Politik harus dapat
segera mengambil sikap. Mereka
mau menyelamatkan partainya atau
orang perorangnya. Kalau masih
menipertahankannya, bisa  jadi
malah masuk ke dalam Kkorupsi
korporasi  dan  terancam  bisa
dibubarkan. Kejahatan korporatif
vang dilakukan oleh berbagai
organisasi - Partai politik, sangat
berbahaya karena kejahatan ter-
organisasi, white collar crime, maka
apabila  kejahatan korporasi atau
Tindak Pidana Korporasi ini gidak
cepat  ditangami  serius, <4 akan
menimbulkan dampak besar di
dalam pembangunany terutama
penegakan hukum.

Kejahatan Korporasi Politik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik, antara
lain ditegaskan bahwa Organisasi
Partai politik harus didaftarkan ke
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, untuk menjadi badan
hukum, dengan segala persyaratan-
nya. Organisasi Partai Politik
sebagai badan hukum, dapat ber-
tindak sebagai subjek hukum, yang
tentu dalam pelaksanaan tupoksinya
adalah diwakili oleh para pengurus-
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: _".penguxusnya Ddlam perkembangan_ CrE
odilmu pengetahun dan teknologi yang - SR
. 'modern merupakan sebagai hasil -
. dan -

" banyak sekali ' memberikan suatu i
: :j"ipengaruh terhadap bentuk kE:Jahfttan SR
: atan Tindak' - Pidapass™ 00

kemaguan ‘berfikir - manusia,

“korporasi,-

~ maupun dari bentuk segi kualitas.

" Dad pola-pola pem1k1ran dari suata.

-'knnnnalitas ‘yang ada saat itu
" hampir tidak pernah dilakukan oleh
. ‘perorangan, - melainkan - banyak
- dilakukan secara berkelompok dan
“-terorganisasi  secara - rapih  di

- perusahaan atau korporasi. Dalam
“konteks * ° pencapaian ' tujuan
. korporasi, maka korporasi = ber-
tanggung jawab  pula  dalam
 pencapaian - tujuan perlindungan
sosial dan kesejahteraan  sosial,
- sehingga ada keseimbangan antara
- hak dan kewajiban korporasi dalam
- menjalankan  peranannya = dalam
proses.  pembangunan. -+ Dengan
semakin besarnya peranan korporasi
dalam proses  pembangunan,
semakin ", besar pula perhatian
terhadap perlindungan sesial antara
lain dengan “menggunakan sarana

hukum pidana.

Keberadaan korporasi sebagai subjek
hukum  dalam  sejamah  per
kembangannya diakui pulaw,oleh

bidang hukum di luvar hukum
perdata, misalnya hukum pajak dan
hukum administrasi negara di
samping hukum pidana. Di bidang
hukum pidana, keberadaan suatu
badan hukum atau badan
usaha/korporasi, seperti yang
dinyatakan Roeslan Saleh, umumnya
telah diterima dan diakui sebagai
subjek hukum yang dipertanggung-
jawabkan secara pidana. Dikatakan

selanjutnya bahwa dalam per-
kembangan hukum pidana Indonesia,
kedudukan korporasi sebagai

KOl‘Porasz balk dari - segi kuantltas_--'-“_ -

pembuat dan sifat per{angguncr-'_” e
. jawaban pldana dari korporasi pernah -
-+ ada’sistem-sistem sebagai - berikut:
S '_-Pengums k01p01as1 sebagai pembuat
-+ dan penguruslah yang bertanggung-
. jawab; Korporasi - sebagai pembuat
danspengurus - berianggungjawab; -

_ 1::3_Korporasa sebagai pembuat dan }uga A
- sebagm yaug beﬁangcung;awab '

G 'Palmk Hukum Pldana Indanesaa
R Sejak ‘diberlakukan  hukum
'__--p1dana ‘belanda - (Wetboek “van
“Strafrecht) ‘menjadi hukum pidana

. Indonesia, melalui Undang-Undang
¢ “Nomor -73 Tahun 1958, politik
:hukum pidana Indonesia dilandas-

“Kan pada filsafat retributif. Hal ini
dapat diketahui dari beberapa jenis

. pidana yang ‘dicantumkan dalam
Pasal 10 KUHP, yang menempat-

kan pidana mati dan pidana penjara
sebagai pidana pokok. Di dalam
KUHP Belanda, Jerman dan
Perancis, jenis pidana mati telah
dihapus sehingga KUHP dengan
filsafat retributif telah ditingealkan

sama sekali di dalam sistem hukum
pidana di negara-negara Eropa
penganut sistem hukum “Civil

Law”. Perkembangan terkini politik
hukum pidana di beberapa negara
Eropa yang tergabung dalam Uni
Eropa, filsafat komutatif dan
restoratif secara perlahan tapi pasti
telah menggeser filsafat retributif;
langkah awal adalah penghapusan
pidana mati dari undang-undang
pidana yang berlakn di negara
anggota Uni Fropa. Langkah yang
telah dilakukan khususnya di negeri
Belanda adalah penerapan pidana
bersyarat lebih diutamakan dari
pidana penjara dengan alasan
efisiensi dan untuk kepentingan
ekonomi. Jika ditilik dari sudut
kepentingan  perlindungan  war-
ganegara maka perubahan politik
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- hukum . -pidapadi - negara-negara

> ;:'_-_._’angg(_)ta_’Uni ‘Eropa juga akan lebih
. “menguntunglan” jika tetap -tanpa

- perubahan - sebagaimana ‘telah
- divraikan di atas. Hal ini disebabkan

- semakin - kompromistispolitik
“hukum pidana dalam mencegah dan

- .menindak kejahatan semakin‘rentan
- kekuatan - dan - wibawa : Hukum

~ Pidana yang bertujuan melindungi

.. kepentingan- -masyarakat luas di

 samping - melindungi - hak asasi
~ tersangka dan terdakwa.”
.. Ketentuan di atas pada dasarnya
~“dipengaruhi asas - “Societas
- delinquire non potest”, yaitu bahwa
- badan-badan  hukum  (korporasi)
. tidak dapat melakukan perbuatan
pidana. Menurut Enschede, = asas
“Societas delinquire non potest”
- memupakan  contoh  khas  dad
pandangan dogmatis abad 19, yang
menyatakan ~ bahwa  kesalahan
menurut  hukum  pidana  selaln
disyatatkan dan sesungguhnya hanya
kesalahan manusia, hal itu Sesuai
dengan' sifat individualisasi -KUHP.
Di  Amerika Serikat korporasi
dipandang sebagai suatu realita, yaitu
sebagai sekumpulan manusia yang
diber1 hak sebagai unit hukum, yang
diberikan pribadi hukum untuk suatu
tujuan tertentu.

Dari uraian-uraian yanguwtelah
diungkapkan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perkembangan
konsep korporasi sebagai subjek
hukum pidana yang dalam hukum
pidana Indonesia telah diakui melalui
beberapa  peraturan  perundang-
undangan cukup beralasan. Pengaku-
an ini sesuai dengan tujuan “per-
lindungan sosial” dari hukum pidana
guna mencapal tujuan utama yakni
kesejahteraan sosial. Terlebih lagi
jika dikaitkan dengan proses pem-
bangunan di Indonesia, yang sedang
menuju masyarakat industri  dan

- perdagangan  dengan diduganya .
- berkembang bentuk kejahatan yang * -
~ dilakukan oleh - korporasi. Oleh
-~ karena itu - dalam ' rangka pe- .
- nanggulangan - kejahatan korporasi
. tersebut, penetapan korporasi sebagai -
g subjek:hukum pidana dapat diper-

tanggungjawabkan, dan patat di-

. realisasikan dalam KUHP Baru yang

akan datang.
Sejak dari Kongres Pevserikatan

. Bangsa-Bangsa ke-5 tentang \'Pen-

cegahan Kejahatan dan Pembinaan
Pelanggar Hukum”(on the prevention
of .crime and the treatment of
offenders) pada  Tahun 1975,
dilaporkan tentang adanya perubahan
dalam ~ bentuk  dan  dimensi
krimipalitas di  dunia.  Dalam
Kongres  Perserikatan  Bangsa-
Bangsa ke-7 pada Tahun 1985
dindangi kembali dengan dimensi
baru _ kejahatan = dalam  konteks
pembangunan itu. Telah diperingat-
kan adanva perbuatan melanggar
hukum  vang  dilakukan  oleh
perusahaan-perusahaan  yang meni-
punyai dampak sangat meragikan
pada perekonomian negara gang
bersangkutan, di mana kejahatan ini
tidak saja bersifat nasional tetapi juga
bersifat internasional.* Selanjutnya
bahwa hubungan «antara kejahatan
dan faktor.okemajuan di bidang
ekonomi telah diungkapkan pula
dalam Kongres Perserikatan Bangsa-
Bangsa ke-7 di Milan (Ttali)
bagaimana kejahatan sebagai produk
sosial disebabkan oleh berancka
ragam faktor, antara lain yang
memegang peranan utama adalah
faktor ekonomi.

Sutherland mengintrodusir
ungkapan “white collar crime”
(1949), sedangkan Edelhertz (1970)
mendefinisikan white collar crime
sebagai  tindakan  ilegal atau
serangkaian tindakan ilegal yang

Majalah Hukum Nasional, Tahun 2014




d:lakukan dencran cara-cara non fiSlk_: o

S ';;g.'dan den«ran penyembuny;an atau tipu
-~ “muslihat, untuk. mempewleh manfaat .
. perorangan dalam dunia usaha. White
- collar crime terdiri atas dua tipe yaitu -

' okupasmnal" dan "badan hukum".

1 “Kejahatan - okupasional - dﬂaku— g
ol 'kan sebagian besar oleh individu-
o individu sehubungcm dengan 0kupas;_
7 mereka, - Kejahatan . jabatan
R (0kupaswna1) i me_hputi - pe-
- -langgaran - hukum. - oleh = para

. _;'_-.".pengusaha ‘politisi, ketua - serikat
.. kerja, p_e_nga(_:ara _dokter, = -ahli

- farmasi, / dan lain—lain. - Kejahatan
~ korporasi meliputi tindakan-tindakan
. seperti: .penghindaran pajak
- pendapatan,  manipulasi dalam
- penjualan chasil . produksi,

. kecurangan-kecurangan, . penipuan

~konsumen, penyuapan, pemberian
komisi-komisi, tidak - melaporkan
- keunfungan  perusahaan  dengan
~..sebenarnya, persengkokolan dalam
~penentuan  harga,  pelanggaran
terhadap lingkungan hidup dan lain-
lain. Kejahatan korporasi. ini: dalam
garis besarnya adalah merupakan
- cetusan aspirasi atau motivasi atau
tekanan-tekanam fertentu, yang di-
hadapkan dengan kondisi sosial yang
meliputi  berbagai % aspek, yaitu:
Politik  (subversi, kejahatan politik
dan sebagainya); Sosial ekonomi
(korupsi, penyelundupan, perpajakan
dan sebagainya); Sosial budaya (hak
asasi manusia, lingkungan hidup dan
sebagainya); Pertahanan dan
keamanan  masyarakat (bangsa).
Dalam hal ini pemikiran pemberian
status subjek hukum Khusus yang
berupa badan hukum tersebut,
dalam  perkembangannya dapat
terjadi  karena berbagai macam
alasan dan atau motivasi. Salah satu
alasan, diantaranya adalah untuk
memudahkan menentukan siapa
yang harus bertanggung jawab di

: antard meleka yang '_:terh;mpun o
';__.:dalam badan tersebut ‘maka dalam
o hal ini - secara. konstrukt1f badan
¢ hukum sebaﬂal ‘subjek hukum
. :-__._:.'_'f_-pidana yang hams bmtan gun,:,-']_
" jawab. Oleh  sebab. “dalam 0
L Mseiarah Perkembangan eksmtensx.-'ﬁ”-_ e
:';-Z_-_lxmporam sebagaz ~subjek - hukum :
- pidana dan diakuis oleh  bidang -
. hukum  di luar hukom  perdata
- misalnya hukum pajak dan hukum
- _adrmmstram negara, serta hukum
T '--'pldana

.Maka .dalam biddﬂff hukum

-_'._.pzda_na eksistensi - suatu - badan
' hukum -atau badan . usaha yang
. menyandang . istilah - korporasi
~ diterima dan diakui sebagai subjek
- hukum yang dapat - melakukan
. tindak pidana, dan juga dapat diper-
. tanggungjawabkan sebagai subjek
- bukum pidana.  Dalam  per-
kembangan hukum  pidana
~Indomesia, ada 3 -(tiga) sistem

pertanggungjawaban - korporasi
sebagai subjek tindak pidana, yaitu:
Pengurus korporasi sebagai pelaku,

1naka - penguruslah - vang  ber-

tanggung jawab; Korporasi sebagai
pelaku, maka pengurus Syang
bertanggung jawab; dan Korporasi
sebagai pelaku dan <vang ber-
tanggungjawab. Dapat dipahami
bahwa  prakfik-praktik  bisnis
korporasi tidak jarang melakukan
pelanggaran yang bersifat merugi-
kan dengan cara berlindung di balik
pembenaran hukum. Maka dengan
demikian banyak negara-negara
barat melakukan  pembaharuan
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) vyaitu dengan
menerima rumusan pertanggung-
jawaban pidana korporasi.

Kitab Undang-Undang Hukum
(KUHP) Belanda, sejak tahun 1976
telah mencatumkan pertanggung-
jawaban Kkorporasi sebagai subjek
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Zhukum padana yancy chakuz me}alm

'f.-::_3'-.'._---_.'undang undang - tanogal 23 Juni
71976, Staatsblad nomor 377 tahun

1977 dan . disahkan pada tanggal 1

"":"-Septembm 1977 ‘Dalam hal ini

- pendapat - Bernmeien mengatal\an
'+ bahwa, cukup - banyak yang tidak

| ‘. menyetujui rumusan  pertanggung-
o jawaban korporasi sebagai subjek
o tindak  pidana - dalam Buku Ke-l

- Kitab .- Undang-Undang  Hukum
Pidana (KWHP)} Belanda, karena:
Kesengajaan (Dolus) dan kesalahan
(Culpa)/ hanya ada pada persona
alamiah; Tingkah laku material
sebagai syarat dapat di pidananya
- beberapa macam delik, hanya dapat
dilakukan oleh persona alamiah;
Pidana dan tindakan perampasan
‘kemerdekaan tidak dapat dikenakan
terhadap korporasi; Tuntutan dan
pemidanaan terhadap = korporasi
dapat merugikan orang-orang vang
tidak bersalah; Dalam praktik akan
sulit’. menentukan apakah hanya
pengurus atau  korporasi  vang
dituntut, dan dipidana, atau kedua-
duanya harus dituntut dan dipidana.

Untuk, dapat mengantisipasi
perkembangan dan fakta sejarah
pembentukan . dan  penegakan
hukum pidana “dalam  konteks
perkembangan terkimwdalam peta
politik global dalam pencegahan
dan  pemberantasan  kejahatan
transnasional, secara teoretis perlu
merujuk kembali kepada berbagai
teori hukum yang dikenal mulai
dari Plato,  Aristoteles,  sampai
dengan filsafat modern John Rawls,
Ronald Dworkin, dan Derida. Di
dalam kekeringan doktrin dan ilmu
pengetahuan hukum pidana yang
kini berkembang di Indonesia
mengalami kesulitan menemukan
referensi  sarjana Indonesia ter-
kemuka yang telah berhenti sejak
lama, seperti karya (alm) Sudiman

© Kartohadiprodjo, (alm) Hazairin, =~ = -
““(alm) - Supomo, “-(alm) “Wiryono =
Prodjodikoro, (alm) Moelyatno, dan

~(alm) ~Sudarto, Mochtar Kusuma- =
~.atmadja, dan -~ (alm) - Satjipto
‘Rahardjo. - Dar: ‘beberapa sarjana .

. Indenesia ‘di -atas, hanya Mochtar.

- Kusumaatmadja dan (Alm) Satjipto =~
_Rahardjo, yang kemudian telah - -

menghasilkan  doktrin:. mengenai

fungsi dan peranan hukum dalam
pembangunan hukum di Indenesia.
Kedua Ahli hukum tersebut telah
berhasil meletakkan dasar politik
hukum  pembangunan  nasional
yaitu, teori hukum pembangunan
(1973) dan teori hukum progresif
(2003) dan masih relevan dengan

perkembangan masyarakat
Indonesia abad 21,
Mochtar Kusumaatmadja

telah berhasil memadukan pemikir-
an ‘‘positivisme hukum” (Kelsen,
Bentham, Austin), “sociological
Jurisprudence’ (Roscoe Pound) dan
“pragmatic legal realisin” (Ehrlich)
dan muncul “dengan. teori hukum
pembangunan di - mana hukom
merupakan sarana pembaharuan
masyarakat. Alm Satjipto Rahardjo,
telah berhasil memunculkan teori
hukum progresif dismana hukum
dibentuk untuk «(tujuan) manusia
bukan mamusia (diarahkan) untuk
(kepentingan)  manusia.  Teori
hukum progresif telah memadukan
sociological  jurisprudence  dan
pragmatic legal realism dan critical
legal studies. Hasil studi  kritis
penulis terhadap kedua model
hukum tersebut telah menghasilkan
model hukum integratif yang
diharapkan dapat menerangkan
secara kritis dan objektif kondisi
situasi Indonesia di dalam pengaruh
tekanan internasional dan situasi
internal konflik yang masih ber-
kelanjutan sampai saat ini. Model
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ey :-hukum lmefrlatxf
_';--._-’bahwa :':-hukum' :
e dlpandang “dan- diakui sebagai

- sistem norma (norms and logic) dan L
“sistern_ penlaku (rules. of ‘behavior) -+

f-'.:'s_emata -mata-: melamkan ~harus

o _-'bangsa Indonesm g

3 ?artal Politik - Sl :
. . Undang- Undang - Nomor 2
-+ "Tahun 2008 tentang Partai Politik
serta undang-undang perubahannya,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
_ 2011 "memang tidak  :memuat
- ketentuan yang spesifik . mengatur
ancaman  sanksi terhadap partai
politik  terkait .. kasus : Korupsi
- kadernya. Namun dari total empat
.. pasalidalam Bab Sanksi, terdapat
beberapa pasal dan - ayat vyang
sebenarnya bisa digunakan untuk
- menjerat partai politik terkait kasus
korupsi. ©, Sanksi  administratif
sampai pembubaran partai. Pasal-
‘pasal dan ayat-ayat itu antara lain
pasal 41, Pasal 47 ayat (5), Pasal 48
ayat (2), (3), (4), dan (5); pasal 50.
Pasal 47 ayat (5)s, berbunyi,
“Pelanggaran terhadap Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3) hurof e dikenai sanksi
administratif yang ditetapkan oleh
badan/lembaga yang bertugas untuk
menjaga kehormatan dan martabat
Partai Politik beserta anggotanya’.
Pasal 40 ayat (3) huruf e tentang
larangan partai politkk meng-
gunakan fraksi di MPR,DPR, DPD,
dan DPRD sebagai sumber pen-
danaan partai politik.
Dari rumusan Pasal 47 ayat (5),
sebuah partai politik bisa saja
dikenai sanksi administratf jika

-..}_penecak huhum dapat membuktﬂ(aﬁ _ m

1 _;_melakukan ‘korupsi. dengan tujuan o

-'*'--_:f'j:mc—:ndanal partai politiknya. Pasal 47 -
. ayat  (5) mensyaratkan . bahwa
: 'penetapan sank51 dxlakulxan oleh D
-______:._;“badan/iembaga yang  bertugas
- untuk ‘menjaga. kehormatan dan
":martabat Partai . Bolitik  beserta :

--_-d1pandang dan ~diakui: . sebacrax- it
: : '_.31stem nilai- (sysrem of values) gang. -
berlandaskan ' pada nilai luhur ¢
. Pancasila - sebagzu alat pemersatu o anggotanya’ 'Telkzut dengan dasar
'hukum tersebut adalah Kewenang-
EE TR . . an: Makhamah Konstitusi .(MK),
' --'_"*D.-:Sanksn Hukum Pembu‘i)aran -+ " i-berdasarkan - Pasal 24C ayat. (1)
.+ UUD: 1945 Juncto Pasﬂ 10 ayat ()

““Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal

- Politik juncto = - Undang-Undang
.. Nomor. 10 Tahun 2008 tentang
- Pemilu . juncto  Undang-Undang
- Nomor -8 Tahun 2011 tentang

- Makhamah Konstitusi, ditentukan
-bahwa MK memiliki 4 kewenangan

- konstitusional

- undang-undang terhadap UUD1945;
memutus . sengketa - kKewenangan

bahwa kader partai it di parlemen .

huruf a s.d. d - Undang-Undang

41, 48 dan 50 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

- (constitutional
authorities), yaitu: ‘Menguii

antar lembaga negara vang ke-
wenangannya diberikan oleh JUD
1945; memutus pembubaran partai
politik; dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilul Selain itu,
MK juga berfungst sebagai derivasi
dari-kewenangannya, yaitu sebagai
the guardian of constitution, the
interpreter of constitution, the
guardian  of democracy, the
protector of citizens constitutional
rights, the profector of human
rights.

Berbagai kalangan masyarakat,
sangat menyesalkan dan mengutara-
kan keprihatinan terhadap maraknya
korupsi  politik.  Jika  melihat
kelakuan partai politik  seperti
sekarang ini, dikhawatirkan hanya
menungu bom waktu saja, tampak-

Majalah Hukum Nasional, Tahun 2014



“nyaakhir dari* NKRI'ini. Partai =
v politik ' seharusnya - turut - diberikan
7 sanksi hukum jika kadernya terlibat
7 kasus “korupsi. = Aparat penyidik,

- penuntut ‘umum dan hakim, harus
- menghukum partai politik koruptor,
‘sebagai  dampak - ‘dari = perilaku

- koruptif: kadernya. Partai=*politik

~ sudah sepatutnya dibetikan sanksi

- hukum © jika kadernya'  terbukti
- 'melakukan - - korupsi. - - Ketentuan
Undang-Undang Partai Politik dan

. peraturan terkait - lainnya, ada

~ klausul ;yang menyebabkan partai
" bisa ~dibubarkan, atav dibekukan
* kepesertaannya kalau partai terkait
- kasus korupsi. '

Hampir semua daya upaya telah
diusulkan  untuk  memberantas
- tindak pidana korupsi. Mulai dari
pembuktian terbalik bagi terdakwa
kotupsi di era pemerintahan Gus
Dur, ide kebun binatang korupsi
yang dikemukakan Mantan Ketua
Mahkamah  Konstitusi -~ Mahfud
M.D., hingga yang terbaru adalah
penerapan judicial collaborator
oleh Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi 3 Abraham  Samad.Bila
diurut ke belakang, sejatinya praktik
korupsi di negeri ini jauh terjadi
sejak era sebelum  kemerdekaan,
yaitu adanya pemberian upeti dari
pemimpin daerah atau paraskepala
desa  kepada raja-raja  yang
berkuasa.  Upeti-upeti  tersebut
diserahkan  untuk  menunjukkan
adanya ketaatan antara bawahan
kepada pemimpinnya. Juga untuk
memberikan perlindungan dari raja
kepada pemimpin di daerah, baik
secara fisik berupa perlindungan
hokum maupun nonfisik dalam
bentuk pengakuan kedaulatan. Hal
ini kemudian dijadikan sebagai alat
legitimasi dan kebiasaan.Lambat
laun praktik upeti dianggap sebagai
sesuatu  hal yang wajar untuk

. dilaksanakan jika ingin dipermudah .
- .masalah . “birokrasinya, ~'baik di
. tingkat ‘pusat ‘maupun daerah. Jika .
“oiotidak - dilakvkan, akan - dianggap
- sebagai ‘'suatu -hal ~yang aneh. . .
'Akhirnya, semua praktik korupsi di "~
“ “"feperizini menjadi sebuah budaya -
- yang sangat sulit untuk dikurangi,
bahkan dihilangkan -sama sekali =
karena sudah  menjadi  sebuah

budaya.

Akhir-akhir ini banyak politisi
yang terjerat kasus hukum di KPK
karena diduga melakukan kejahatan
korupsi, mulai dari para kepala
daerah, pengurus partali politik,

menteri, hingga anggota legislatif di

Senayan. Setidaknya, hal vyang
harus  diperbaiki dalam  me-
minimalisasi  praktik korupsi di
Indonesia. Memperbaiki  sistem
perekrutan politik mulai dari kepala
daerah serta anggota legislatif di
daerah dan pusat. Hal ini terutama
disebabkan - banyaknya  kepala
daerah dan anggota legislatif yang
akhirnya mendekam di balik jeruji
besi-setelah divonis dalam kasus
korupsi. Pemilihan kepala daerah
(pilkada) langsung semula diharap-
kan _ dapat ~mencegah’ praktik
korupsi. Namun, kekuatan uvang
telah mengalahkan segala-galanya.
Kerja Sama antara politisi,
pengusaha, dan  birokrasi me-
nyebabkan praktik korupsi tumbuh
subur di Indonesia.

Perbatkan rekrutmen politik
dapat dimulai dengan cara meng-
amendemen undang-undang pilkada
dan anggota legislatif. Kepala
daerah dan anggota legislatif saat
mencalonkan diri harus diaudit.
Harus dihitung berapa harta yang
dimiliki, kemudian dibandingkan
antara sebelum menjadi pejabat
negara dan sesudahnya. Sesuaikah
dengan gaji normal yang didapat-
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.';-'-'_;_kan? Ma51h terkalt proses pemﬂu
. 'masa’ kampanye ~calon. - harus _'
] ""-_._'_.d1per81ngkat dan’ dibeiiakukau :
L pembatasan penggunaan -.__d_ana_.

kampanye B

Memnokatkaﬂ kesadarcin

SRR maqyarakat i akan pentmgnya i
‘" pemilihan umum yan0 bemh pie
.7, dan adil. Pendidikan _akan penting-
- nya pemliu kepada masyarakat
" harus - dilakukan . oleh = segenap
”-'-;_elemen ‘bangsa yang ‘berkompeten
Coudic bldangnya “termasuk  para

© akademisi . Karena - dengan
- munculya Xesadaran “berpolitik
.- yang bersih, politik uang dalam
pelaksanaan  kampanye — dapat
ditekan serendah -~ mungkin.

Masyarakat menjadi paham bahwa
~jika mereka salah ‘dalam memilih
- pemimpin, selama lima tahun pula
mereka ~akan  hidup . dalam
kesusahan dan kesengsaraan.Prakiik

- ~korupst di Indonesia tidak hanya

dilakukan para politisi, letapi ada
peran Serta pelaku ekonomi untuk
memuluskan praktik korupsi - ter-
sebut.

Munculnya korupsi  karena
adanya kerja sama antara politisi,
penguasa ekonomi, dan birokrasi.
Perputaran uang lebih banyak di
ranah para penguasa ekonomi atau
pengusaha.Oleh karena itu;wuntuk
meminimalisasi  tindak  korupsi,
diperlukan para pengusaha yang
jujur dalam menjalankan profesi-
nya, juga tidak menjalankan praktik
korupsi  dalam  mempermudah
urusan bisnisnya. Korupsi tidak
akan pernah terjadi jika tidak ada
niat dan kesempatan. Harus diyakini
bahwa dengan berbagai hal yang
telah  dilakukan oleh segenap
komponen bangsa ini dalam
memberantas korupsi, suvatu saat
korupsi di negara ini akan dapat
dikurangi secara signifikan.

goverment dapat terwujud o

IH PENUTUP L R
- Berutlk tolak dam uralan tersebut d1 P
i atas, _ 111aLa pada bagian akhlr darj -

s .:penehtlan - dikemukakan “bagian

. . penutup, - texchn Aaui keampulan dan

- -'saxan]rekomendas1 sebaga; benkut
AL Kesxmpu}an - '

1 :Semakin memnfrkatnya kejahat-

Cwan kowp31 yang mehbatkan para

. pohtm ‘baik legislatif,

- oceksekutif - maupun - yudikatif

- akhir-akhir ini, sangat berkaitan
erat dengan efek mnegatif pilihan

- bangsa Indonesia dalam me-
‘nentukan  sistem  pemilihan
langsung, sebagaimana diatur

.. dalam Pasal 2 Undang-Undang

- Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilu, yang menjadikan kepala
daerah membutuhkan biaya yang
sangat besar, sehingga begitu
terpilih dan berkuasa, terjebak
melalukan tindakan yang ber-
tentangan - dengan  hukum,
korupsi, manipulasi, KKN, dan
berbagai  perbuatan  tercela
lainnya. Biaya politik # yang
begitu sangat besar, .membuat
mereka  hanya _smemikirkan
bagaimana seeepatnya meng-
hasilkan_lang untuk  me-
ngembalikan modal, membayar
utang kepada para sponsor,
menyetor ke partai  politik
pengusungnya.

2. Beraneka ragam modus maupun
bentuk  praktik  pelaksanaan
korupsi melalui organisasi partai
politik  ini.  Dimulai  dari
mengutak-utik APBN/D, mem-
permainkan harga proyek/kegiat-
an digelembungkan (mark-up),
memainkan sektor pengadaan
barang dan jasa, memainkan
proses  pemberian  perizinan

Sehmgga, clean dan u good
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- usaha dan tambang pengelolaan .-
sumber- - daya, . pertanggung- .
“jawaban keuangan - fiktif, pe-
laksanaan tender,” dan berbagai = -

- kegiatan: - manipulasi - lainnya. =
“.'Modus.: korupsi ' politik  ini,

. umumnya - terencana, - bahkan

. fterasa -ada . unsur keordinasi
o dalam - sebuah - kasus - korupsi
L - politik.. Koordinasi itu ‘melibat-

- kan . politisi¢mereka berkedudu-
kan : baik it di  eksekutif,

i legisiatif +maupun - yudikatif.

“Kasus-kasus korupsi ini terlihat
“ferepcana, terkoordinasi, telah
dirancang dengan baik, terlihat
~-dari mulai perencanaan yang
- dilakukan sejak awal, ada
‘Komunikasi  antara  politisi

- legislatif, birokrasi = eksekutif

“serfa juga  ada  pembicaraan
- - dengan pelaksana tender.,
Melakukan [ilegal intervention
- in the public process, yaitu
melalukan  intervenst  yang
melanggar hukum  terhadap
proses politik, terutama dalam
- konteks pengambilan kebijakan
publik oleh pemerintah. Praktik-
nya sering berupa sumbangan
dana politik, kampanye partai
politik dalam “proses pemilihan
umuem yang tujuannya paling
tidak keinginan atau temdensi
tertentu  dari  Korporasi ber-
sangkutan bisa tercapai melalui
munculnya sebuah kebijakan
pemerintah hasil pemilu.

. Pemberian status subjek hukum
khusus yang berupa korporasi,
badan hukum, adalah untuk
memudahkan menentukan siapa
yang harus bertanggung jawab di
antara mereka yang terhimpun
dalam badan hukum tersebut,
maka dalam hal ini secara
konstruktif badan hukum
korporasi sebagai subjek hukurn

- .pidana yang harus bertanggung- - -
jawab.  ‘Eksistensi suatu badan -

-~ hukum - atan ‘badan usaha yang
menyandang . istilah . korporasi -
diterima dan diakui - sebagai - -
subjek - ‘hukum yang dapat

““melakukan tindak pidana, dan -
. juga dapatudipertanggungjawab- - -
kan - sebagai subjek hukum

pidana. .

4. Undang-Undang Nomor.2 Tahun
2008 tentang Partai Politik serta
undang-undang  perubahannya,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 memang tidak memuat
ketentuan yang spesifik
mengatur ancaman sanksi
terhadap partai politik terkait
kasus korupsi kadermnya. Namun
dari total empat pasal dalam Bab
Sanksi, terdapat beberapa pasal
dan ayat yang sebenarnya bisa
digunakan untuk menjerat partai
politik terkait kasus Kkorupsi.
Sanksi  administratif ~ sampai
pembubaran partai.

5. Mahkamah Konstitusi, memiliki
kewenangan untuk  memutus
sengketa kewenangan antarJem-
baga negara yang kewemangan-
nya diberikan oleh UUD 1945;
memutus  pembubaran  partai
politik;  dan_memutus  per-
selisthan.tentang hasil pemilu.

Saran/Rekomendasi
Bertitik tolak dari uraian tersebut

di atas, dapat dikemukakan beberapa

saran/rekomendasi, antara  lain

sebagai berikut:

1. Organisasi Partai Politik,
semestinya harus mementingkan
kepentingan partai dibanding
kepentingan orang perorang.
Dengan tersangkutnya sejumlah
petinggi partai terkait dugaan
korupsi di Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),
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" - organisasi - partai Politik harus. ©
- dapat ‘segera ‘mengambil sikap..
- Mereka ¢ mau menyelamatkan: S
'partamya atau ~orang perorang- -
nya. o Kalau .0 masih
:-’mempeltahankannya blsa SJadi oAl
~“malah masuk ke dalam korupsi..owsis
.kcuporasz dan telancam bisa:

| dibubarkan. -

2. Kej ahatan korpo; anf .yau g

_ .cl_llakukan ‘oleh berbagai

- organisasi Partai politik, sangat L

berbahaya  karena - kejahatan
- terorganisasi, white collar crime,
- maka apabila kejahatan korporasi

+* atau Tindak Pidana Korporasi ini

tidak cepat ditangani serius, akan
menimbul-kan dampak besar di
dalam penegakan hukum,

. Partai politik seharusnya turat
diberikan sanksi huokum jika
kadernya terlibat kasus korupsi.
Aparat penyidik, penuntut umum
- dan hakim, harus menghukum
partai politik koruptor, sebagai
dampak dari perilaku Koruptif
kademya. Partai politik. sudah
sepatutnya  diberikan  sanksi
hukum “jitka kademmya terbukti
melakukan, korupsi. Di dalam
ketentuan Undang-Undang Partai

- Politik dan peraturan terkait lain-.

~ - nya, ada klausul yang menyebab-. .
o vkan partai bisa dibubarkan, atau _
- dibekukan Lepesertaannya kaiau BRI
- partai terkait kasus korup51 ' _

:4. Untuk - memahami lebih ‘jauh .o
srtentang ‘mekanisme ‘penegakan
 hukem “di,. Indonesia, -perlu

- ‘dipahami sistem. politik ' yang

_dianut. ~ Sistem - politik -\ men-
~cerminkan bagaimana kekuasaan
-negara dijalankan oleh lembaga-
‘lembaga negara dan bagaimana

meknaisme pengisian. jabatan

~ dalam lembaga negara = itu

dilakukan. “Inilah hal penting
dalam mengenai sistem politik
yang terkait dengan
pembentukan hukum.

. Kebijakan penegakan hukum dan

ditengah  hipokritisme  inter-
nasional - dalam  menghadapi
kejahatan transnasional, diperiu-
kan reorientasi arah kebijakan
hukum pidana (politik hukum
pidana) Indonesia di dalam
mengantisipasi  perkembangan
idiologi globalisasi dan
kemungkinan terburuk dampak
dari idiologi globalisasi.
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2 dalam rangka pembangunan hukum nasional. S
2 -:_.-'fFunﬂsmnal Peneliti Hukum pada Badan Pembman Hukum Nas;onal B I SR AR S
: .”_Dalam pandangan Lord Acton, upaya. perbaxk'm hu}cum ‘secara menyeluruh menyanﬂkut pembahan pada_ L
the ‘content. of the law, the stmcmre of the law, dan’ rhe culture of the law. Persoalannya di“Indonesia - -
perubahan yang. dﬁakukan semata—mata bary’ pada the. content of the law, seperti- dengan membuat sebanyak i
mungkin undang ‘undang dan peraturan ‘untuksmensatasi persoaian di masyarakat, itu pun sermgkah tidak - c i

e Makalah mer upakan Haszl Penebnan Mandm dwelenggarakan umuk membenkan sumbczngmz pem:kamn :

_didasarkan pada pembacadn yang sungguh sungguh atas ‘kebutuhan masya.rakat akan undang-undang dan
- peraturan serta tidak dirumuskan-sécara parnslpatons (kabus upaya pemaksaan pengesahan undang—undanv
- Penanggulangan Keadaan Bahaya rmsainya) The structure of ‘the Jaw-nya masih dihuni oleh pejabat-

i ~pejabat - yang * bermasalahé dan “berperan dktlf datam rangkaian keputusan atan prakiik “hukum yang
" menyimpang. Apalagi_the eulre of the law-nya, budaya sogok dan suap jauh lebih menonjol ketimbang

“profesionalisme sebagai aparatur penegak hukun. Kondisi hukum yang lumpuh ini semakin diperparah

- dengan ketiadaan I\esenusan pemenntah unmk menoedcpaﬂkan agenda law eiy”orcemem dan hambatan-

" hambatan politis Jainnya. .
- Untuk sebuah kehidupan yang demokratls mdka que oi law hanya akan ter wu;uci J1ka rakydt berpartmlpasg

- melakukan apa yang -disebut David ‘Bethaam sebagal kegiatan popular control over collective decision-

~-making and equality of rights in the exercise of that control. Disinilah berlaku kontrol yang efektif untuk
meminimalisir penyalahgunaan wewenang pada sistem hukum kita. kalau kita melihat teori hukum secara
- lebih mendalam tergambar dibenak kita bahwa tatanan kehidupan sosial masyarakat akan terwujud dengan

- :sendirinya sesuai dengan aturan yang dijadikan landasan pijakan dalam kehidupan bernegara. Nanmun pada

kenyataan yang lebih riil kita lihat bahwa masyarakat begitu apatis ketika iendengar dan melihat panggung
- hukum dan polotik dinegara kita yang sudah compang camping disayat oleh taring-taring penguasa dan
politkus. kalau seperti ini situasinya hukum semakin diterapkan maka akan semakin pincang karena terlalu
+ berat dalam memikul kepentingan politik dipundaknya. seharusnya kedua hal tersebut berjalan semng yaitu
hukum mempayungi politik dan politik berlandaskan hulum.
Perkembangan perpolitikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRD menﬂalaml pasang surtt sejak
kemerdekaan sampai saat ini yang tidak lain karena pengaruh perkembangan politik global dan dampaknya
terhadap sistem pemerintahan, disamping konflik-kontlik interiial yang telah terjadi sejak era tahun 1950-
an sampai saat ini.Politik hukum era pembangunan nasional sejak Tahun 1973 dan dalam GBHN Pelita IT
Bab 27 telah menganut kebijakan Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, law as a tool of social
engineering, disesuaikan dan kondisi sosial dan politik yang berkembang memasuki era pembangusan
nasional. Disayangkan bahwa dalam praktik, kebijakan hukum pemegang kekuasaan telah memabami
secara keliru model hukum pembangunan, khuosus kalimat sarana yang disamakan dengan alatffools).
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Peranan Hukum dalam Pembangunan’” dalam “Hukum Masyarakat,
dan Pembangunan’; Binacipta, tanpa tahun.
Praktik pembentukan hukum sebagai alat, bukan sarana pembaharuan tampaknya masih térus akan terjadi
dalam peta politik hukum di Indonesta, dan hal ini sangat mengkhawatirkan dilihat dari’sudut bukan hanya
dari aspek perlindungan HAM tersangka'dan terdakwa sesuai dengan Bab XA UUD 1945, melainkan juga
dari aspek pendidikan hukum generasi bangsa kedepanFenomena-pengaatan hukum sebagai alat tersebut
perlu ditmbangi dengan kekuatan pers bebas dan bertanggung jawab. Pengawasan eksternal berasal dari
kekuatan Jembaga swadaya masyarakat tetap masih diperlukan asalkan tidak menjadi trumpet kekuasaan
atau pemilik modat.

Untuk sebuah kehidupan yang demokratis, maka rule of law hanya akan terwujud jika rakyat berpartisipasi
melakukan apa yang disebut David Bethaam sebagai kegiatan popular control over collective decision-
making and equality of rights in the exercise of that control. Disinilah berlaku kontrol yang efektif untuk
meminimalisir penyalahigunaan wewenang pada sistem hukum kita, Kalaw kita melihar teori hikum secara
lebih mendalam tergambar dibenak kita bahwa tatanan kehidupan sosial masyarakat akan terwujud
dengan sendirinya sesuai dengan aturan yang dijadikan landasan pijakan dalam kehidupan bernegara.
Namun pada kenyataan yang lebih riil kita lihat bahwa masyarakat begitu apatis ketika mendengar dan
melihat panggung hukum dan polotik dinegara kita yang sudah compang camping disayat oleh taring-
taring penguasa dan politikus. Kalau seperti ini situasinya hukum semakin diterapkan maka akan semakin
pincang karena terlalu berat dalam memikul kepentingan politik dipundaknya. Seharusnya kedua hal
tersebut berjalan seiring yaitu hukum mempayungi politik dan politik berlandaskan hukum.
Jurnal Tata Negara, Pemikiran Untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Prinsip Keadilan dan Feminisme,
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Halaman 4-5.
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. Sebeiumnya sepem dlketahm Selasa Malam (81 0/2013) sekmn pukul 20.30 tim penyidik KPK menyita 3 -
~.Mobil milik Akil Mochtar di kawasan Liga Mas, Pancoran. 3 mobil mewah Mercy S 350, Audi QS5, dan”

. "Toyota Crown Athlete sudah disimpan di KPK. Selain itu, Pcny1d1k Jjuga menyita surat berharﬂa senilai di -7
- atas 2 Miliar dan menyita uang sebesar Rp 2.7 M di rumah dinasnya akil, Jalan Widya: Chandra 111, Jakarta -

i ‘Selatan (VAL). ‘Salah. satu mobﬂ mewah :tersebut ‘atas nama Daryono supir pribadi Akil Mochtar.

< "Penyitaan itu dilakukan ka;ena penyidik menduga surat-surat berharga dan mobil tersebut terkait dengan "
- tindak - pidana }\orupsx yanc sedang disidik,”. kata jusu-bicara KPK Johan. Budi, Selasa (8/10-2013) -
“-malam, Menurut Johan, penggeledahan dﬁakukan sejak siang sampai malam hari sekitar pukui 20.00 WIB. .
- Mantan Ketua MK Akil Mochtar saat ini-ditahan KPK sebagai tersangka dengan,dugaan menerima svap . -
RIEE terkait sengketa. Pslkadd Gunung Mas. Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak.  Komisi Pemberantasan =
+-Korupsi * (KPK) akan menjerat ketua n0n~aktsf Mahkamah Konstitusi (MEK), Akil Mochtar, dengan @
: 'menggunakan UU Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena menurut peny1d1k KPK bukti-buktinya
-+ sudah terkumpul. "Iya,.sudah ada sth buktinya, tinggal proses laporan sesuai UU,” kata salah sata Penyidik

- KPK saat dtemui di ‘parkiran KPK, Jakarta, Rabu (10/10/2013). Namun, menurut salah safu penyidik KPK
yang tidak ingin disebutkan namanya laporan ddanya TPPU tinggal disetujui oleh para pimpinan KPK.

- "Seperti biasa laporannya kan ke Pimpinan KPK, "terangnya. Selain itu, tertangkapnya Ketua SKE MIGAS,
- Rudi Rubiandini beberapa waktu lalu, kemudian disusul dengan penangkapan Ketua Makhamah Konstitusi,
- Akil Mukrtar dalam operasi OTT (Operasi tangkap tangan) yang dilaknkan oleh Komisi Pemberantasan

. 'Korupsi, beberapa waktu lalu, semakin menambah panjang daftar hitam- kejahatan korupsi di Indonesia,

- telah meruntuhkan tembok terakhir sendi-sendi penegakan hukum di Indonesia.
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